Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Apn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Tojo Una-una;, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register
perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Apn tanggal 06 Januari 2022 telah
mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Januari 2021;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah
karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi komitmen untuk

membangun rumah tangga tetapi terpaksa menikah yang disebabkan hasil
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hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat
hamil di luar nikah;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di
lahirkan seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
usia 7 Bulan yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

4, Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi
pada saat menikah tanggal 20 Januari 2021 yang lalu, dimana setelah ljab
Kabul Penggugat dan Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat
kediaman;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraiaan
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA AMPANA kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
8/Pdt.G/2022/PA.Apn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat
untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:
1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXX, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 29
September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor
Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 21 Januari 2021. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
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yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
B.
Saksi

1.

SAKSI |, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, saksi

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu Kandung Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2021;
Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
langsung berpisah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak
dilandasi komitmen untuk membangun rumah tangga tetapi terpaksa
menikah karena Penggugat sudah hamil diluar nikah dengan
Tergugat;
Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan
Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (gabla
dukhul), namun sebelum menikah keduanya telah melakukan
hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang
sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20
Januari 2021 yang lalu, Tergugat setelah melaksanakan ijab kabul
langsung pergi meninggalkan tempat kediaman;
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
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Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat
dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan
kembali;
2. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Kakak Kandung Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;
Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah selesai
prosesi akad, sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat
menikahi Penggugat dengan terpaksa karena Penggugat sudah hamil;
Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak
pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul),
namun sebelum menikah keduanya telah melakukan hubungan suami
isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20
Januari 2021 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama setelah ijab kabul;
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat
dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, oleh karena itu gugatan Penggugat telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, sehingga gugatan a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan
Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan
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tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan
hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali
dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan
maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam
sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan penjelasannya
di persidangan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat mohon agar
dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak setelah
ijab kabul dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak
dilandasi komitmen untuk membangun rumah tangga, melainkan terpaksa
menikah karena Penggugat telah hamil, puncaknya terjadi pada tanggal 20
Januari 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir

bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat
tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat
telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah
mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini
adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar
hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di
persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat
bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya
sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil
isinya menyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo
Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu
alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil
serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai
Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah
Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai
cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai
alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah
memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan
sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian
terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak

yang tepat dalam perkara ini (legitima standi in judicio);
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Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh
Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa
sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan
keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan
ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan
dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan
Tergugat sebagai suami isteri yang sah, tidak pernah hidup rukun dan
harmonis, setelah prosesi akad nikah yaitu tanggal 20 Januari 2021 keduanya
langsung berpisah tempat tinggal dikarenakan pernikahan Penggugat dan
Tergugat tidak dilandasi komitmen untuk membangun rumah tangga, melainkan
terpaksa menikah karena Penggugat telah hamil diluar nikah, kedua saksi juga
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum
melakukan hubungan layaknya suami isteri (gabla dukhul), namun sebelum
menikah keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai
seorang anak, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil
dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi
Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,
keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal
kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat
materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil
dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi
Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan
terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta
yang sudah dikonstatir sebagai berikut:
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a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 20 Januari 2021,

b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri
(gabla dukhul), namun sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri hingga Penggugat hamil diluar nikah;

C. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
pernah rukun dan harmonis, setelah prosesi akad nikah Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal;

d. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah Tergugat

menikahi Penggugat karena Penggugat telah hamil sebelum menikah;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak tanggal 20 Januari 2021 hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu)
tahun;

f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan

Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak
berhasil, begitu pula Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan
diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai
suami isteri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran, ketiga, perselisihan
dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, keempat, tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta

yang telah ditemukan dalam persidangan;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 20 Januari 2021 adalah fakta yang menunjukkan bahwa
unsur pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami isteri yang sabh;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi karena setelah prosesi akad, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri setelah
perkawinan, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami isteri, maka hal tersebut dapat dikategorikan antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
psikis/kejiwaan dan secara materiil dalam hidup berumah tangga, dengan
demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di
atas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal setelah ijab kabul hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya
selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasehati
Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat
tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat
bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang,
apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama
perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit
untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim
berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan
Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan
Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih
sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan
landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,
mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah
mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah
tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara
tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang
terdapat dalam Kitab Risalah Assyiqoq halaman 22 yang diambil oleh Hakim

sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

adlle Guolall ade gllo lg>g ) azg )l ant, pac il slg

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh
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Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berhubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), oleh karena itu bagi
Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau iddah sesuai dengan ketentuan
Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an Surat Al-
Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

1 JB e Bdsatills & cu kodal) 428K 15] 1151312 s G5
5155 §895 Sing Hhokiad 1 Lgiaiiss s3s o Seile 35T 16 Sdsduas
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wayjib atas
mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.
Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan
cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul

Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

969 w2 plg proluwall plS> o pSl> Wl 5 o
o 5>V ol

Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"
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maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shughra qabla dukhul Tergugat kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra gabla dukhul Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh
Nurlailatul Farida, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim
Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu
oleh Hasanuddin, S.H.l., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Tunggal,

ttd
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Nurlailatul Farida, S.H.l.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp70.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses : Rp75.000,00 Plt. Panitera
3. Biaya : Rp240.000,00
Panggilan )

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00 Suwandi B. Rauntu, S.H..
JUMLAH : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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